R Y A S i 1 e
It ‘ x
. L]
= -BS- -

. Nomor tahun 1975.

. " f;x?/a W RARKIAT TUMAN $ANG (IAHESA
‘ ! DEWAN PERJAKILAN RAKYAT DAERAH T-ENGKAT—FT .
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!

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut -

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang "Mendirikan dan menyewa=
kan bangunan diatas tanah milik Ppemerintah Daerah",

Pasal 1.

' Dalam Peraburan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. "Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ba=-
‘' nyumas ;
b. "%emerintah Daerah™ adalsh Pemsrintah Daerah Kabupaten Banyumas ;
¢. "Tanah milik pemerintah Daerah" adalah tanah-tanah milik Pemerine
* tah Daersh atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
d. "Bangunan' adalah setiap bentuk perumahan, baik permanen, semi
" permanen maupun darurab;
e. "Kiosk" adalah bangunan, dengan ukuran kurang dari 25 meter per-
© segl, yang dipergunakan semata-msta untuk tempat usaha;
f. "Toko" adalah bangunan, dengan ukuran lebih dari 25 meter persegi,
yang dipergunakan untuk tempat usahag
8« "Gudang" adalah bangunan atau bagian dari bangunan yang diperguna=-
* kan untuk menyimpan barang-barang sebagai kegiatan usaha;
h. "Penghuni" adalsh orang atau suatu badan, yang berdasarkan pera=-
. turan yang berlsku telan mendapat idzin menempati.

Pagsal 2.

(1) Bupati Kepala Daerah menevapkan -
a. tempat-tempat mendirikan bangunan;
be kelas-kelas tempat mendirikan bangunan
¢. pembagian jenis usahaj
d. bentuk, ukuran dan konstruksi bangunan.

(2) . Bupati Kepala Daerah mengunuukan penetapan dimaksud dalam
ayat (1) huruf a pasal ini. ‘
Pasal 3, il g Llj l\/

et
P Penyimpangan dari ketetapan dimaksud dalam pasal 2|peraturan
é Daerah ini, harus dengan persetujuan Bupati Kepala Daersh.
4

. Pasal .

, (1)« Permohonan idzin untuk mendirikan bangunan harus diajukan
kepada Bupati Kepala Daerah,
J (2) ¢ Permohonan idzin disertai keterangan-keterangan tentang :
a8 nama dan alamat pemohon; :
b, letak bangunan;
¢« bahan-bahan yang dipergunakan
de ukuran bangunan;
€. gambar bagan bangunan rangkap 3 (tiga);
f. rencana penggunaan.
(3) Setelah mendapat idzin, pemohon harus menandatangani Surat
Perjanjian (rangkap dua) tentang syarat -syarat serta ketentuan-keten-
' tuan mengenai penggunaarnya.
R 4 /% L GaLbalv awa o woss rba gambar konstruksi bangunan dimaksud
dalam pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini disedigkan oleh Dinas Ppe-
¢ kerjaan Unum Kabupaten Banyumas dan dspat diperoleh dengan memberi-
& kan ganti biaya pembuatan.
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Psgal 5,

Bangunan yang dapat didiriksn diatas tanah nilik Pemerintah
Daerah sdalah Kiosk, Toko dan Gudang, atau bangunan-bangunan lain
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah,

Pasal 6“'!"("!!!(‘((
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Pasal 6.

(1) . Pembuatan bangunan harus sudah selesai dalan waktu yang di-
tetapkan dengan perjanjian dimaksud dalew pasal |} ayat (3) Peraturan
Daerah ini.

(2)e Jika dalanm waktu dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bangunan
belum dapat selesal karena alasan-alasan yang dapat diterima, maka
Bupati Kepala Daerah dapat memperpanjang waktunya. .

(3). Jika dalan waktu dimaksud pada ayat (1) atau setelah diberi-
kan perpanjangan waktu dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, bangunan be-
lun selesai tanpa sesuatu alasan yang sah nmaka Bupati Kepala Daerah
dapat mencabut idzin dan membatalkan perjanjian dimaksud dalam pasal L
ayat (3) pPeraturan paerah ini.

(4) . Sebelun bangunan selesai dikerjakan tidak boleh dipergunakan
untuk keperluan apapun Jjuga. :

Pasal 7.

(1) Sejak bangunan selesai dikerjakan maka :
ae bangunan menjadi nilik Pemerintah Daerah;
be selama waktu tertentu, penghuni dibebaskan dari sewa bangunan;
¢’ penghuni berkewajiban meubayar sewa tanah;
d. penghuni menanggung biaya pemeliharaan/perbaikan,
(2) « Dengan idzin Bupati Kepala Daerah, penghuni dapat memindah-
kan haknya kepada pihak lain,
(3) Dalam hal terjadi pemindahan hak seperti dimaksud dalam
ayat (2) pasal ini, penghuni pengganti berkewajiban :
a. nenandatangani Surat Perjanjian dimaksud dalan pasal |} ayat (3)
‘* Peraturan Daerah ini;
b, menbayar bea pemindahan hak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari
taksiran harga bangunan.

Pasal 8.

(1) Jika dalan waktu dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, vpenghuni neninggal dunia, maka haknya beralih kepada ahli
warisnya’.

(2) . Pemindahan hak karena pewarisan dimaksud dalan ayat (1)
Pasal ini dibebaskan dari kewajiban nenbayar bea dimaksud daglam pasal
T ayat (%) huruf b Peraturan Daerah ini.

(3) « Jika ahli warisnya dslam waktu lj (empat) bulan tidgk mene-
ruskan dan tidak memindahkan haknya, maka Bupati Kepala Daerah berhak
nenyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 9.

(1)« Jika sesudah jangka waktu diriaksud dalam pasal 7 ayat (1)
huruf b berakhir, penghuni bermaksud meneruskan menenpat i/men pe rguna~-
kan bangunan tersebut, maka kepadanya diwajibkan juga nembayar sewa
bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

(2) « Untuk dapat terus mempergunakan bangunan dinmaksud dalan
ayat (1) pasal ini, penghuni harus menandatangani perjanjian baru di-
naksud dalanm pasal lj ayat (3) Peraturan Daerah ini.,

(3) « dJika penghuni tidak meneruskan penggunaan bangunan itu,
Bupati Kepala Daerah dapat menyewakannya pada pihak lain.

Pasal 10.

Dalan hal terjadi keadaan dimaksud dalau pasal 8 ayat (3) dan
pasal 9 ayat (3), maka Bupati Kepala Daerah mengunmuunkan ketetapannya.

Pasal 11,

(1) Tarip persewaan bulanan diuaksud dalan pasal 9 ayat (1)
Peraturan Daerah ini ditebapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan ke-
tentuan setinggi-tingginya :

JeniS cececccece
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(2) e Tarip persewaan harian terhadap bangunan darurat dimaksud
dalan pasal z ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah dengan ketentuan setinggi~tingginya :
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(3) Tarip persewaan bagi bangunan lsin dimeksud dalan pasal §5
Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan ber-
pedonan kepada ketentuan-ketentuan avat (1) dan (2) pasal ini,

(4). Untuk tenpat-tempat diluar kota Purwokerto atau tenpat-
tempat lain yang belun diadakan peribagian kelas tenpat, ketentuan
tersebut dalan ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai pedonan.

(5)« Uang sewa bulanan harus dibayar dinuks sekurang-kurangnya
untuk jangka waktu 3 (tigsz) bulan, ssdang uang sewa harian harus di=
bayar dimuka untuk jangks waktu 1 (satu) bulan selanbat-lambatnya
tanggal 15 (limabelas) bulan yang berjalan.

(6) . Kelanbatan pembayaran sesudah tanggal dinaksud dalan ayat
(4) pasal ini dikenakan denda 6% (enam perscratus).

(7)« Jika uang sewa tidak dibayar 3 (tiga) bulan berturut-turut
penghuni harus nmengosongkan, dalanm wakbtu selanbat-lambatnya 15 (lina-
belas) hari, sedang hutang sewa yang belun dibayar dan dendanya tetap
harus dilunasi.

Pasal 12,

Penghuni tidak diperbolehkan
a. menpergunakan bangunan untuk kepentingan lain selain dari yang
* telah ditetapkan; :
b, menanbah, mengubsgh, nemindahkan bangunan atau memindahkan hak
* bangunan tanpa idzin Bupati Kepala Daerah;
ce menutup bangunan Toko dan Kiosk le bih dari 3 (tiga) bulan tanpa
nemberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah.

asal 13,
’ v 3 W ﬁ
(1) Barangsiapa pada saat nulai berlakul/Peraturan Daerah ini
sudah mendirikan bangunan dinaksud dalan pesal 2 Persturan Deerah
ini, selzzbet~larbatnys dalam waktu 6 (enar) bulan harus nengajukan
perniohonan idzin direkend dalan pasal Ly Per-turan Daerah ini.
(2) - Dengan tidak mengurangi ketentuan dinaksud dalam pasal X§ /4
Peraturan Daerah ini, Bupati Kevala Daerah Lorhak me rombak bangunane
nya atas beaya pihak yang bersangkutan.

Pasal SLL. ’g

g Pengusutan pelanggaran~pelsnggaran Perab.ran Daerah ini ditugas-
kan' jwge kepada Kepals Dinas Pekerjaan Unum Kabupaten Banyurias, Kepa=
la Biro Pengawasan Daerah, Kepala Bagilan Pendevatan Daerah dan Kepala
Sub Bagian Pasar,

Pasal lSc eececeee.t
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Fasal 1. I/“/ '

(1) Dihukun dengan hukunan kurungan selana-lananya 3 (tiga) bu-
lan atau denda setinggi-tingginya #p.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
barangsiava : ‘ ;

a. wendirikan bangunan diatas tanah wilik Penerintah Daerah tanpa
idzin Bupati Kepala Daerah;

b. pelanggar ketentuan pasal 3, pasal 6 ayat (L), pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ dan d ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (1), pasal 12, pasal
13 ayat (1) peraturan Daerah ini.

(2) ¢ Penghukunan tersebut dalan ayat (1) pasal ini tidak nen gu-
rangl ketentuan pasal 13 ayat (2) peraturan Daerah ini,

raskl 36,

(1) . Peraturan Daerah ini muli‘jfberlaku sejak diundangkan .

(2) . Peraturan Daerah ini & "Peraturan Daerah tentang
Mendir':a.kan dan menyewakan bangunan diatas tanah milik pererintah
Daerah’ - g

(3) . Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, naka Peraturan Dae-
rah Kabupaten Banyunas tentang "Mendirikan dan Menyewakan Kiosk di=-
atas tansh milik paerah" tanggal 2l Nopeuber 1956, diundangkan dalan
Lenmbaran Propinsi jawa Tengah tanggal 27 april 1957 (Taubahan Seri ¢
No.22) dinyatakan tidak berlaku lagi,

Purwokerto, 23 M e i 1973.
\ : -~ Dewan -fi-;"\efrxwgtkilan Rakyat Daerah
“Buvpati‘Kepala Daerah Tingkat II Kabupapen Banyunas;

", . Kabupeten Banyuras, Wakil I}Q‘bua ;
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PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1973
TENTANG

MENDI RIKAN DAN MENYEWAKAN BANGUNAN DIATAS TANAH
MILIXK PEMERINTAH DAE RAH.

I. PEﬂELASAN UMUM

¢

II.

.Pernerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah mewmiliki Peraturan
Daerah yang mengitur pendirian serta persewaan Kiosk diatas tanah
nilik paerah. Dalan perkembangannya, kenystaan menun jukkan bahwa
yang davat didirikan diatas tanah nilik Perierintah Daerah bukan
saja bangunan yang berbentuk Kiosk, akan tetapi juga bangunan-
bangunan lain, sehingga dengan denikian, Peraturan Daerah Kabupa=-
ten Banyumas tentang"pendirikan dan renyewakan Kiosk diatas tanah
uilik paerah"tanggal 2l; Nopembe r 1956, perlu diperluas, sehingga
dapat mencakup pendirian dan persewaan bangunan lain, nisalnya
toko, gudang dan lain sebagainya.

Untuk mencapai maksud tersebut, oleh karena pe rubahan-pe rubah-
annya akan nencakup nmateri yang cukup luas, maka dalan hal ini di-
buat peraturan paerah baru, dan dalan Peraturan Daerah yang baru
ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyunas tanggal 2|} Nopewmber 1956
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pungutan yang dikenakan atas dasar Peraturan Daerah ini ada-
lah bersgifat retribusi, schingga dalan pasal yang nengatur besar-
nya tarip, untuk menudghkan perubahannya, jika sewaktu-waktu di-
perlukan, penetapannya dengan ketentuan setinggi-tingginya.

Dengan adanya Peraturan Daergh ini terbuka kemungkinan didi-
rikan bangunan-bangunan digtas tanah milik Fenerintah Daerah, atau
diatas tanah yang dikussai oleh Peuerintah Daerah, atas beaya pi-
hak Swasta, dengan nenbebaskan pihak yang niendirikan bangunan dari
sewa bangunan selama jangka waktu tertentu. palan jangka waktu ter-
sebut penghuni hanya dikenakan sewa tanah. i
Karena bangunan yang didirikan atas biaya pihak Swasta itu setelah
selesai menjadi nmilik Penmerintah Daerah, riaka akan berarti bahwa
selaria masih tersedia tansh-tanah milik/yang dikuasai Pemerintah
Daerah yang disediakan untuk mendirikan bangunan atas dasar Pera=-
turan paerah ini, berarti bangunan-bangunan nilik pemerintah Dae=
rah nakin lana makin be rtambah, bangunan-bangunan nana keriudian
nerupakan salah satu sumber prendapatan Daerah yang perlu dipeliha-
ra dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Daerah ini pada hakekatnya nengatur perjanjian an=-
tara pPemerintah Daerah dengan pihak Swasta, yakni bagainana syarate-
syarat serta prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak Swasta
yang mendirikan bangunan diatas tanah nilik atau yang dikuasai oleh
Penerintah Daerah, bagaimana hak-hak dan kewaj ibannya
Perjanjian mendirikan bangunan tersebut diikuti dengan pengaturan
tentang persewaannya.
0leh karena itu dalam Peraturan Daerah ini tidak diatur bagaimana
syarat-syarat tehnis bangunannya sebab untuk hal tersebut berlaku
ketentuan-ketentuan riendirikan bangunan pada wiunnya.

- PENJELASAN PASAL DEMI PaSAL :

Pasal 1 : huruf a, b cukup jelas.

huruf ¢, arti tanah dalam Peraturan Daerah ini termasuk
didalannya "sungai", "rawa" dan sebagainya, se-
hingga terhadap pendirian dan persewaan bangun-
an diatas "kali/sungai’ juga berlaku Peraturan
Daerah ini.
Arti tanah yang dikuassi adalah tanah-tanah
yang bukan nilik Penerintah Daerah, akan tetapi
sebagai akibat dari suatu perjanjian, suatu ke-
tetapan dari Instansi yang berwenang atau atas
dasar alasan yang sah yang lain, dibawah Pengu-
asaan Penerintah Daerah.

huruf d, e, £, g dan h cukup jelas.

Pas&l _2._ crecrceece
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artinya, menunjuk tempat-tempat yang
disediakan untuk mendirikan sesuatu
bangunan menurut peraturan Daerah ini.
penetapan kelas-kelas tempat adalah
didasarkan atas keramaian dari segi
kegiatan perekonomian/perdagangan;

be rdasarkan suatu perkembangan, suatu
penetapan kelas atau sesuatu tempat
dimungkinkan dirubah karens adanya pe-.
rubahan keramaian.

pewbagian jenis usaha, adalah dengan
waksud pengarahan agar dapat diusahakan
adanya lokalisasi jenis-jenis usaha
yang sama.

penetapan bentuk, ukuran dan konstruksi
bangunan dimaksudkan untuk menjemin ke=-
Seragaman, sehingga unsur keindahan ti-
dak dikesampingkan.

ayat (2) cukup jelas.

cukup jelas,

ayat (1) dan (2) cukup jelas,

ayat (3), perjanjian dimaksud dalam ayat ini berisi
syarat -syarat yang mengikat bagi penghuni,
termasuk didalannya penetapan jangka waktu
bebas sewa bangunan, kewajiban pemeliharaan
dan sebagainya.

ayat (L), sebagei realisasi agar bentuk ukuran dan kon-

. st ruksi bangunan benar-benar sesuai dengan

yang telah ditetapkan maks gambar-gambar di-

maksud perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagl yang memerlukan dapat mengambil pada Die

nas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan

mengganti biaya pembugtan.

g Pasal 2 ayat (1) huruf a

-y huruf b

huruf c

huruf d

Pasal 3
Pasal |

Pasal 5

Dengan pasal ini dimaksudkan bahwa disamping jenis-
Jenis bangunan yang telah biasa seperti Kiosk, Toko dan
Gudang, pada masa-masa yang akan datang jika dipandang
perlu, Bupati Kepala paerah Juga dapat memberikan idzin
mendirikan bangunan lainnya diatas tanah milik atau
yang dikuasai oleh peme rintah Daerah.

Pasal 6 : ayat (1), (2), (3) dan (4) cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1), huruf a, b, ¢ dan d ketentuan-ketentuan die
. ; dalam ayat ini harus dicantumkan dalam surat
‘ pPerjanjian.

Dalam pengertian huruf d dengan mempe rhatikan
fakt or-faktor hygienis dan aestetiksa,
Pengertian "perbaikan" adalah perbaikan keru-
sakan ringan yang tidak mengubah bentuk bam
ngunan,

Perbaikan menyeluruh yang bersifat mepbangun
[ ter kembali akibat dani palapetaka diatur.?sendiri
antara Buvati Kepala Daerah dengan pihak pe-
nyewa. Segala sesuatunya diatur dalam perjan-
Jian antara yang bersangkutan.
ayat (2) dan (3) cukup jelas.
7 - Pasal 8 : ayat (1), ahli waris yang dimaksud didalam ayat ini
adalah ahli waris yang sah menurut hukun,
ayat (2) dan (3) cukup jelas,
Pasal 9 : ayat (1) cukup jelas,

ayat (2), dengan berakhirnya masa rerjanjian, maka un-
tuk meneruskan perjanjian sewa menyewa baru,
penyewa harus membuat permohonan lagi yang
diajukan kepada Bupati Kepala Daerah selambat -
lambat nya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum
Dasa perjanjian yang berjalan berakhir,

ayat (3), ketentuan dalam ayat ini harus dimuat dalan
surat perjanjian. A

Pasal 1o . ce!c"tco
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< Pasal 10 : cukup jelas,
Pasal 11 : Didalam pasal ini yang dinaksud dengan .
* - Bangunan permanen, adalah bangunan-bangunan (gédung)

yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak bangunan/
bagian-bagian dari bangunan tersebut,

- Bangunan semi permanen adalah bangunan setengah tembok
yang apabila dipindahkan terdapat bagian-bagian yang
tidak dapat dipergunakan lagi,

- Bangunan darurat adalah bangunan yang dapat dipindahkan
tanpa merusak bagian-bagian dari bangunan tersebut,

huruf a, ketentuan ini dimgksudkan melarang menggunakan
bangunan tersebut yang tidak sesuai dengan ke=-
tentuan yang tercantun didalam surat perjanji-
an, misalnya Kiosk dipergunakan untuk tenpat
tinggal, Toko dipergunakan untuk penginapan
dan sebagainya.

huruf b, dimaksud dengan menindahkan hak bangunan dalan
huruf b adalah pemindahan hak guna pakai atas
bangunan itu dengan menghibahkan, menjual atau
mewariskan.

huruf c, pemberitahuan yang dimaksud disini, harus di-
ajukan secara tertulis,

Pasal 13 : ayat (1), ketentuan dalam aya: ini dimaksudkan untuk
uemnperbeharui Surat Perjanjian sewa menyewa
yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini,

ayat (2), ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan bahwa
. dalan hal terjadi penyimpangan bentuk bangun-
an, naka terhadap penyewsa disamping diwajib-
kan menanbah atau nengubah bangunan sesuai
dengan yang tercantum dalan pPerjanjian, atas
biaya sendiri, juga dikenakan hukuman seperti
dimaksud dalaw pasal 15,

Pasal 12

Pasal 1} : cukup jelas,
Pasal 15 : cukup jelas.
Pasal 16 : cukup jelas.

Purwokerto, 23 M e i 1973,

,ffaéﬁéh??&rwakilan‘Rakyat Daerah
" Tingkat II»Kabupgzen Banyunas;

s . Wakil/Ket ua,
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